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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan

tindakan penggeledahan dan penyitaan.Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui batasan keadaan

yang sangat perlu dan mendesak kemudian dikaitkan dengan fungsi kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri

terhadap tindakan penyidik ketika melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan serta upaya yang dapat

dilakukan oleh tersangka atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan penggeledahan dan

penyitaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian didapatkan

fakta bahwa batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam melakukan tindakan penggeledahan

dan penyitaan adalah selain dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana

atau benda yang dapat disita dikhawatirkan akan dimusnahkan atau dipindahkan juga terdapat penilaian

subyektif dari penyidik sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme pengawasan vertical (built in

control) dan pengawasan horizontal. Bahkan, jika dalam pelaksanaan tindakan penggeledahan dan penyitaan

itu menimbulkan kerugian bagi tersangka maupun pihak lain maka upaya yang dapat dilakukan adalah ganti

rugi. Namun terhadap upaya ganti rugi tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa tindakan

penggeledahan dan penyitaan adalah tidak sah tetapi upaya untuk itu tidak dimungkinkan karena

pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk lingkup pemeriksaan

praperadilan. Oleh karena itu dalam rangka upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional melalui

rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana(RKUHAP) tahun 2012 perlu pengaturan mengenai

batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak secara objektif, selektif dan limitatif.

......This thesis discusses concerning the situationwhich are necessary and urgent as the basis for search and

seizure action. The purpose of this research is toascertain the frameworkofsituation that are necessary and

urgent then to be linked withfunction of control from magistrate judge against the investigator whencarry

out the actionof search and seizure,moreover any legal efforts that can be done by the suspect or other

partieswho are disadvantaged by the search and seizure actions. The research is done using a judicial

normative method.  The results of this research is obtaining the fact that theframework of situation which is

necessary and urgent when carry out the action of search and seizure is besidesthe worries that the suspect

willrun away or repeat doing an injustice or the objectsthat are being seizure will be destroyedor diverted

also the subjective valuation of the investigator so that performance required any mechanism controll either

vertical nor horizontal. Moreover, if the search and seizure action generates deprivation toward the suspect

or other parties then the effort that can be done are through indemnify. Nevertheless the effort through

indemnify, shall undergo a process which stated that the search and seizure is illegal in advance yet this
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process is impossible because the examination of the legality of any search and seizure is not in the scope of

the pretrial. For that reason, the effort to renew criminal procedural law through its future replacement with

Draft of Criminal Procedural Law Year 2012 need to be regulated the situation which is necessary and

urgent become objective, selective and limitedly.


